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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 

Kesulitan Keuangan dan penyimpangan akuntansi terhadap tingkat 

agresivitas pajak, dengan mempertimbangkan peran dewan komisaris 

independen untuk digunakan sebagai variabel moderasi. Seluruh data 

penelitian bersumber dari perusahaan manufaktur yang selama tahun 

2016 sampai 2019 tercatat di Bursa Efek Indonesia dan diperoleh 52 

perusahaan sebagai sampel, sehingga menghasilkan 208 data observasi. 

Penelitian ini menunjukkan perusahaan dengan Kesulitan Keuangan 

cenderung bersikap lebih agresif dalam pengelolaan pajaknya. 

Sebaliknya, penyimpangan akuntansi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Temuan lain 

mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen mampu 

meredam pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap agresivitas pajak. 

Namun, komisaris independen tidak berfungsi sebagai variabel 

pemoderasi dalam hubungan antara penyimpangan akuntansi dan 

agresivitas pajak. 

 

The objective of this study is to empirically examine the effects of 

financial distress and accounting irregularities on tax aggressiveness, 
with the moderating role of independent commissioners. The study 

targets manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange for the 2016–2019 period and 52 firms were selected, 

producing 208 firm-year observations. This study shows that companies 

experiencing financial pressure tend to adopt more aggressive tax 
practices. In contrast, accounting irregularities are not found to have a 

statistically significant effect on the level of tax aggressiveness. Another 
finding indicates that the presence of independent commissioners can 

dampen the influence of financial distress on tax aggressiveness. 

However, independent commissioners do not act as a moderating 
variable in the relationship between accounting irregularities and tax 

aggressiveness. 
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PENDAHULUAN 

Pendapatan negara memegang peran sentral dalam membiayai berbagai program dan 

layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga 

pelayanan umum yang bertujuan menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.  

Penerimaan negara bersumber dari beberapa pos, seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak 

(PNBP), dan hibah. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, 

sektor pajak menyumbang sekitar 73% dari total pendapatan negara, menjadikannya 

kontributor terbesar. 

Meskipun porsinya dominan, realisasi penerimaan pajak belum sepenuhnya mencapai 

target yang telah direncanakan. Salah satu penyebab utamanya adalah persepsi sebagian besar 

Wajib Pajak yang menilai bahwa pajak sebagai beban yang membebani laba, sehingga memicu 

berbagai upaya untuk menekan pembayaran pajak. Upaya tersebut dapat berbentuk 

perencanaan pajak yang sesuai hukum maupun strategi agresif yang melampaui batas 

kewajaran (Trisnawati et al., 2020). Agresivitas pajak sendiri diartikan sebagai langkah 

signifikan untuk mengurangi kewajiban pajak, baik dengan cara resmi seperti tax avoidance, 

maupun tidak resmi seperti tax evasion (Frank et al., 2009). 

Kondisi keuangan perusahaan yang tertekan atau Kesulitan Keuangan sering dikaitkan 

dengan perilaku pajak yang agresif. Richardson et al. (2015) mengemukakan bahwa 

meningkatnya risiko kebangkrutan mendorong manajemen mengambil keputusan berisiko 

tinggi, termasuk mengurangi kewajiban pajak secara agresif. Namun, temuan tersebut tidak 

sejalan dengan hasil penelitian Octaviani & Sofie (2019) serta Nugroho & Firmansyah (2018) 

yang menemukan bahwa Kesulitan Keuangan tidak berdampak pada agresivitas pajak, karena 

perusahaan yang sedang tertekan secara finansial cenderung menghindari risiko tambahan yang 

dapat mencoreng citra di mata publik dan investor. 

Selain tekanan finansial, perilaku agresif dalam perpajakan juga dapat dipicu oleh adanya 

penyimpangan akuntansi atau penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Menurut Frank et al. 

(2009), istilah ini merujuk pada pelaporan keuangan yang tidak selaras dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku (GAAP). Penelitian Juliawaty & Astuti (2019) serta Frank et al. (2009) 

menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara praktik tersebut dan 

agresivitas pajak. Ketidakpatuhan terhadap standar pelaporan membuka peluang untuk 

memanipulasi kewajiban pajak. Sebaliknya, Trisnawati et al. (2020) dan Hashim et al. (2016) 

menemukan bahwa penyimpangan akuntansi tidak berpengaruh pada agresivitas pajak, dengan 

alasan bahwa penerapan kedua praktik secara bersamaan dapat memicu kecurigaan otoritas 

pajak akibat perbedaan yang mencolok antara laba akuntansi dengan  laba fiskal (book-tax 

differences). 

Dari sudut pandang tata kelola perusahaan, mekanisme control yang efektif, khususnya 

melalui dewan komisaris independen, diyakini mampu menekan perilaku penghindaran pajak 

yang berlebihan. Nicolin & Sabeni (2013) menegaskan bahwa keberadaan komisaris 

independen dapat menjaga keandalan laporan keuangan dengan meminimalkan potensi 

manipulasi oleh manajemen. Namun, efektivitas komisaris independen dalam peran moderasi 

pengaruh Kesulitan Keuangan maupun penyimpangan akuntansi terhadap agresivitas pajak 

masih memerlukan pembuktian empiris lebih lanjut. 

Dengan mempertimbangkan uraian pada bagian latar belakang, penelitian ini difokuskan 

untuk menguji secara empiris pengaruh Kesulitan Keuangan dan penyimpangan akuntansi 



317                                           Pengaruh Kesulitan Keuangan dan Penyimpangan… (Shintyamani dan Tjaraka) 

terhadap tingkat agresivitas pajak, serta mengevaluasi peran dewan komisaris independen 

sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut. Artikel ini memanfaatkan pendekatan 

kuantitatif dengan objek kajian perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2016–2019 sebagai metode penelitian. Sektor manufaktur dipilih karena 

kontribusinya yang besar terhadap penerimaan pajak nasional, yakni sebesar Rp187,82 triliun 

pada pertengahan 2019 (Kementerian Keuangan, 2019). 

METODE PENELITIAN  

Pada penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif deskriptif yang menggunakan dua 

metode analisis statistik. Analisis pertama adalah regresi linier berganda, yang memiliki tujuan 

untuk menguji sejauh mana Kesulitan Keuangan dan penyimpangan akuntansi sebagai variabel 

bebas memengaruhi tax aggressiveness sebagai variabel terikat. Adapun model regresi yang 

digunakan dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut: 

𝑇𝐴 = 𝛼 + β1FDISSit + β2AIit + β3FSIZEit + β4LEVit + β5CINTit + εit 

Keterangan: 

TA = Agresivitas Pajak 

FDISS  =  Kesulitan Keuangan 

AI  = Penyimpangan akuntansi 

FZIZE = Ukuran Perusahaan 

LEV = Leverage  

CINT =  Capital Intensity 

  

Teknik yang kedua adalah moderated regression analysis (MRA) untuk untuk pengujian 

atas pengaruh Kesulitan Keuangan dan penyimpangan akuntansi dalam agresivitas pajak yang 

dimoderasi oleh dewan komisaris independen. Regresi model penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut:  

𝑇𝐴 = 𝛼 + β1FDISSit + β2AIit + β3INDCOMit - β4xFDISSitXINDCOMit - 

β5AIitXINDCOMit + β6FSIZEit + β7LEVit + β8CINTit + εit 

Keterangan: 

INDCOM = Dewan komisaris independen  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Melalui proses seleksi sampel dengan metode purposive sampling, penelitian ini 

menghasilkan 52 perusahaan sebagai sampel, dengan total 208 observasi yang bersumber dari 

laporan keuangan dan tahunan setiap perusahaan. 

 

Tabel 1. Tabel Pemilihan Sampel 

 
No. Kriteria Sampel Jumlah 

    1. Perusahaan manufaktur yang tercatat sebagai emiten di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2016–2019 

193 

    2. Perusahaan tidak memiliki kelengkapan data penelitian 

untuk periode 2015–2019 

(75) 
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    3. Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata 

uang selain rupiah pada periode 2016–2019 

(25) 

    4. 

 

Perusahaan yang tercatat mengalami kerugian selama 

periode 2016–2019 

(33) 

    5. Perusahaan manufaktur yang memenuhi ketentuan rasio 

Current ETR berada pada kisaran antara 0 dan -1 untuk 

periode 2016–2019; 

Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

(8) 

 

 

52 

   

Data Diolah Peneliti, pada 2020. 

 

Tabel 2. Statistik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TA 208 -0.576 -0.056 -0.25011 0.062036 

FDISS 208 0 1 0.08 0.275 

AI 208 0 1 0.20 0.399 

INDCOM 208 0.286 0.800 0.41099 0.104774 

FSIZE 208 25.796 33.495 28.87507 1.615008 

LEV 208 0.077 0.832 0.36622 0.181074 

CINT 208 0.032 0.731 0.34996 0.160496 

Valid N (listwise) 208     

Data Diolah Peneliti, pada 2020. 

 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kesulitan Keuangan 

 
Skor Kategori Frekuensi Presentase 

0 Tidak mengalami Kesulitan Keuangan 191 91,8 

1 Mengalami Kesulitan Keuangan 17 8,2 

Data Diolah Peneliti, pada 2020. 

 

Mengacu pada data di Tabel 3, tercatat bahwa 91,8% perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama periode 2016–2019 berada dalam kondisi tidak mengalami Kesulitan 

Keuangan, sedangkan sisanya, yaitu 8,2%, berada dalam kondisi Kesulitan Keuangan pada 

periode yang sama. 

 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Penyimpangan akuntansi 

 
Skor Kategori Frekuensi Presentase 

0 Tidak melakukan penyimpangan akuntansi 167 80,3 
1 Melakukan penyimpangan akuntansi 41 19,7 

Data Diolah Peneliti, pada 2020. 

Merujuk pada Tabel 4, tercatat bahwa 80,3% perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI selama periode 2016–2019 tidak melakukan penyimpangan akuntansi, sedangkan 19,7% 

sisanya teridentifikasi melakukan praktik penyimpangan akuntansi. 
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Tabel 5. Uji Hipotesis 

Variabel Tanpa Moderasi Moderasi Kesimpulan 

 B T Sig B T Sig  

(constant) -0,528 -7,246 0,000 -0,538 -7,142 0,000  

FDISS 0,055 3,406 0,001 0,174 3,045 0,003 H1 diterima 

AI 0,010 0,979 0,329 0,054 1,475 0,142 H2 ditolak 

INDCOM - - - 0,000 0,010 0,992  

FDISSxINDCOM - - - -0,295 -2,236 0,026 H3 diterima 

AIxINDCOM - - - -0,108 -1,270 0,206 H4 ditolak 

FSIZE 0,009 0,438 0,001 0,009 3,555 0,000  

LEV -0,023 -0,910 0,364 -0,016 -0,607 0,544  

CINT 0,076 2,986 0,003 0,079 3,119 0,002  

R Square  0,123   0,146   

F Statistic  6,821   5,415   
F Sig  0,000b   0,000b       

Data Diolah Peneliti, pada 2020. 

 

Dari hasil pengujian hipotesis pada Tabel 5, pengujian koefisien determinasi (R²) pada 

model regresi linier berganda menunjukan nilai sebesar 0,123. Angka ini menunjukan 

kombinasi variabel bebas, yaitu Kesulitan Keuangan, penyimpangan akuntansi, serta variabel 

kontrol yang meliputi ukuran perusahaan, leverage, dan capital intensity, mampu menjelaskan 

12,3% variasi yang terjadi pada agresivitas pajak. Sementara itu, 87,7% variasi lainnya 

dipengaruhi oleh kemungkinan adanya factor di luar model. 

Selanjutnya, hasil uji simultan dengan metode regresi linier berganda pada Tabel 5 

memperlihatkan nilai F hitung sebesar 6,821 yang memiliki signifikansi 0,000. Nilai yang 

signifikan tersebut berada di bawah batas kritis 5 persen, sehingga dapat diinterpretasikan 

bahwa Kesulitan Keuangan dan penyimpangan akuntansi, bersama-sama dengan variabel 

kontrol, memiliki pengaruh secara keseluruhan terhadap tingkat agresivitas pajak. 

Pengujian parsial (Uji t) mengindikasikan bahwa variabel Kesulitan Keuangan memiliki 

signifikansi 0,001, yang kurang dari 0,05, sehingga dinyatakan berpengaruh positif signifikan 

terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, variabel penyimpangan akuntansi memperoleh 

signifikansi sebesar 0,329, melebihi batas 0,05, sehingga pengaruhnya terhadap agresivitas 

pajak dinyatakan tidak signifikan. 

Dari sisi variabel kontrol, ukuran perusahaan menunjukkan signifikansi 0,001 yang 

mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan. Capital intensity juga berpengaruh nyata 

dengan signifikansi 0,003. Namun, variabel leverage hanya mencatat signifikansi 0,364, yang 

berarti tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat. Secara keseluruhan, hasil ini 

mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan serta intensitas modal berkontribusi positif 

terhadap kecenderungan agresivitas pajak, sedangkan leverage tidak memberikan pengaruh 

yang berarti.. 

 

Kesulitan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak 

Hasil pengujian statistik mengindikasikan bahwa kondisi Kesulitan Keuangan memiliki 

hubungan positif dengan tingkat agresivitas pajak. Bukti ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik 

3,406 dengan signifikansi sebesar 0,001, yang tidak lebih dari 5 persen. Koefisien regresi yang 

bernilai positif menandakan bahwa semakin berat tekanan  keuangan yang dihadapi perusahaan, 

semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk mengambil langkah agresif dalam 

pengelolaan pajak. Temuan ini menguatkan penerimaan hipotesis pertama. 

Perusahaan yang berada dalam tekanan finansial biasanya berupaya keras mencari 

strategi untuk menghindari kebangkrutan dan menjaga keberlangsungan usaha (Swandewi & 

Noviari, 2019). Namun, situasi ini kerap diiringi dengan terbatasnya akses terhadap 
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pembiayaan eksternal (Richardson et al., 2015). Berdasarkan kerangka teori sinyal, kondisi 

tersebut mengirimkan pesan negatif kepada calon maupun pemegang saham mengenai prospek 

investasi. Dengan pilihan yang semakin sempit, manajemen cenderung mengambil keputusan 

berisiko lebih besar, salah satunya dengan meminimalkan pembayaran pajak secara agresif 

untuk mempertahankan arus kas. Strategi ini dianggap penting karena pajak merupakan salah 

satu beban utama dalam struktur biaya perusahaan.Temuan ini juga sejalan dengan prinsip 

dalam teori agensi, yang menekankan bahwa agen (manajer) memiliki motivasi 

mempertahankan kinerjanya demi mencapai target tertentu, meskipun perusahaan tengah 

berada dalam Kesulitan Keuangan. Kepentingan ini dapat berbenturan dengan tujuan prinsipal 

(pemilik modal), yang khawatir terhadap potensi kerusakan reputasi apabila publik mengetahui 

kebijakan pajak yang terlalu agresif. Penelitian ini selaras dengan studi terdahulu oleh 

Swandewi & Noviari (2019), Saputra et al. (2017), Feizi et al. (2016), dan Putri et al. (2017), 

yang mengindikasikan Kesulitan Keuangan dapat mendorong perusahaan untuk memiliki 

keterlibatan praktek penghindaran pajak. 

Penyimpangan Akuntansi terhadap Agresivitas Pajak 

Hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa variabel penyimpangan akuntansi tidak 

memiliki pengaruh yang berarti terhadap tingkat agresivitas pajak. Nilai t-statistik yang 

diperoleh sebesar 0,979 dengan tingkat signifikansi 0,329 menunjukkan bahwa hasil tersebut 

berada di atas ambang signifikansi 5 persen, sehingga hubungan yang diharapkan tidak 

terkonfirmasi. Dengan kata lain, keberadaan maupun ketiadaan praktik penyimpangan 

akuntansi tidak memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam mengambil langkah pajak yang 

agresif. Akibatnya, hipotesis kedua yang diajukan tidak dapat diterima. 

Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa perusahaan yang telah melakukan 

pelanggaran dalam penyusunan laporan keuangan menghadapi tantangan tersendiri jika ingin 

sekaligus menerapkan strategi agresivitas pajak. Kombinasi kedua praktik tersebut dapat 

menciptakan inkonsistensi dalam pelaporan, misalnya ketika perusahaan di satu sisi ingin 

menampilkan laba tinggi untuk menarik investor, namun di sisi lain berupaya melaporkan laba 

kena pajak rendah kepada otoritas fiskal (Trisnawati et al., 2020). 

Hasil ini juga tidak memberikan dukungan penuh terhadap teori agensi, karena tidak 

ditemukan indikasi adanya pengaruh kepentingan antara pemilik modal (prinsipal) dan 

manajemen (agen) terkait penerapan kedua strategi tersebut secara bersamaan. Manajer tidak 

terlihat berupaya memperoleh keuntungan pribadi, seperti bonus atau insentif, melalui 

kombinasi manipulasi laba dan penghindaran pajak. Demikian pula, temuan ini kurang sesuai 

dengan teori sinyal karena tidak ada bukti bahwa praktik penyimpangan akuntansi digunakan 

untuk memberikan kesan positif kepada investor melalui angka laba yang dilaporkan. Meskipun 

demikian, hasil ini berkesinambungan dengan penelitian terdahulu oleh Trisnawati et al. (2020) 

dan Hashim et al. (2016), yang sama-sama menemukan bahwa penyimpangan akuntansi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku agresif dalam pengelolaan pajak. 

 

Dewan Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Kesulitan Keuangan 

terhadap Agresivitas Pajak  

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa adanya komisaris independen dalam struktur 

perusahaan mampu mengurangi pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap perilaku agresif dalam 

pengelolaan pajak. Bukti empiris ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik -2,236 dengan tingkat 

signifikansi 0,026, yang mengindikasikan pengaruh negatif dan signifikan. Artinya, semakin 

besar peran komisaris independen, semakin kecil kecenderungan perusahaan dengan Kesulitan 

Keuangan untuk melakukan praktik agresivitas pajak. Hal ini sekaligus mengonfirmasi 

kebenaran hipotesis ketiga. 
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Komisaris independen, sebagai pihak yang tidak terafiliasi langsung dengan 

manajemen, memegang fungsi pengawasan strategis atas jalannya operasional dan tindakan 

eksekutif perusahaan (Solomon, 2007). Berdasarkan pandangan teori sinyal yang dikemukakan 

Spence (1973), keberadaan mereka berpotensi mengurangi asimetri informasi dan memberikan 

pesan positif kepada pemegang saham maupun calon investor. Efektivitas fungsi pengawasan 

ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal terhadap keputusan yang diambil 

perusahaan (Gantyowati & Nugroho, 2009). 

Peningkatan rasa percaya dari investor tersebut berkaitan erat dengan keterlibatan 

komisaris independen dalam mengawasi kebijakan manajerial, terutama ketika perusahaan 

menghadapi Kesulitan Keuangan. Dalam kondisi tekanan finansial, manajemen sering mencari 

cara untuk bertahan hidup, termasuk melalui strategi penghematan pajak yang agresif 

(Swandewi & Noviari, 2019). Kehadiran komisaris independen menjadi faktor pembatas yang 

dapat mencegah tindakan penghindaran pajak yang berlebihan pada situasi seperti ini. 

Hasil ini selaras dengan teori agensi, yang menonjolkan adanya potensi perbedaan 

kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemilik modal sebagai prinsipal. Manajer 

cenderung berusaha mempertahankan pencapaian kinerja walaupun sedang mengalami 

Kesulitan Keuangan, sedangkan prinsipal menghindari risiko reputasi buruk akibat kebijakan 

pajak agresif. Penerapan tata kelola perusahaan yang dilaksanakan dengan baik yang salah 

satunya melalui peran aktif komisaris independen yang bebas dari konflik kepentingan (Nicolin 

& Sabeni, 2013) dapat menjadi mekanisme efektif untuk mengurangi potensi benturan 

kepentingan tersebut. 

Dewan Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Penyimpangan Akuntansi 

terhadap Agresivitas Pajak  

Analisis penelitian ini mengindikasikan keberadaan dewan komisaris independen tidak 

berperan sebagai pemoderasi dalam peran penyimpangan akuntansi dan agresivitas pajak. Hal 

tersebut diindikasikan oleh nilai t-statistik sebesar -1,270 dengan signifikansi 0,260, yang 

berada di atas ambang batas 5 persen. Dengan kata lain, peningkatan maupun penurunan 

persentase komisaris independen sebuah Perusahaan tidak mencerminkan pengaruh berarti 

terhadap hubungan kedua variabel tersebut, sehingga hipotesis keempat dinyatakan tidak 

terbukti. 

Menurut perspektif teori agensi, baik agen maupun prinsipal memiliki tujuan dan 

kepentingan masing-masing. Untuk meminimalkan potensi konflik di antara keduanya, 

diperlukan mekanisme pengawasan yang memadai (Asri & Suardana, 2016). Salah satu bentuk 

pengawasan yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan adalah melalui peran 

komisaris independen (Nicolin & Sabeni, 2013). Regulasi dalam POJK No. 33 menetapkan 

bahwasanya setiap korporasi wajib minimal memiliki dua anggota dewan komisaris, dengan 

sekurang-kurangnya satu di antaranya berasal dari pihak independen. Jika jumlah dewan 

komisaris berjumlah dua atau lebih, proporsi komisaris independen wajib mencapai minimal 

30 persen. 

Akan tetapi, dalam praktiknya, penunjukan komisaris independen kerap dilakukan 

sekadar untuk memenuhi ketentuan regulasi (Anam & Liyanto, 2019). Hal ini berdampak pada 

kurangnya pemahaman mendalam mengenai bisnis inti perusahaan yang dimiliki oleh sebagian 

komisaris independen (Nugroho & Firmansyah, 2018). Akibatnya, fungsi pengawasan yang 

semestinya dijalankan tidak maksimal, termasuk dalam upaya mencegah manipulasi laporan 

keuangan. 

Berdasarkan perspektif teori sinyal, kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya 

komisaris independen tidak efektif dalam mereduksi asimetri informasi maupun memberikan 

sinyal positif kepada investor. Bahkan, situasi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan 

investor terhadap keputusan perusahaan. Meski demikian, temuan ini berkesinambungan 
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dengan penelitian Asri & Suardana (2016) yang menemukan bahwa komisaris independen 

dalam struktur corporate governance tidak selalu menjalankan peran pengawasannya secara 

optimal pada proses pengambilan kebijakan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis terhadap perusahaan manufaktur periode 2016–2019, dapat 

disimpulkan bahwa kondisi kesulitan keuangan terbukti meningkatkan kecenderungan 

perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak secara positif dan signifikan, sementara praktik 

penyimpangan akuntansi tidak menunjukkan kontribusi yang berarti terhadap tingkat 

agresivitas pajak. Selain itu, keberadaan dewan komisaris independen terbukti mampu 

memperlemah pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak, sehingga berperan 

sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Namun demikian, dewan komisaris 

independen tidak memiliki peran moderasi dalam hubungan antara penyimpangan akuntansi 

dan agresivitas pajak, yang menunjukkan bahwa keberadaannya tidak memengaruhi keterkaitan 

kedua variabel tersebut. 

 

SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar perusahaan meningkatkan proporsi 

dewan komisaris independen guna memperkuat fungsi pengawasan dan meminimalkan praktik 

agresivitas pajak. Selain itu, pemerintah dalam upaya mengidentifikasi perusahaan yang 

berpotensi melakukan agresivitas pajak perlu mempertimbangkan kondisi keuangan 

perusahaan sebagai salah satu indikator utama, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lain 

yang juga dapat memengaruhi perilaku tersebut. Selanjutnya, bagi kalangan akademisi, 

penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengeksplorasi variabel-variabel lain yang 

berpotensi memengaruhi agresivitas pajak korporasi guna memperkaya pengembangan kajian 

dan pemahaman empiris di bidang perpajakan. 
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